
 
 

 

 
 

 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR  5 TAHUN 2013 
 
 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 
 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 

Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi      
”dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas 
pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat 
membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat 
daerah”.  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 130 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi Unit 
Layanan Pengadaan wajib dibentuk paling lambat pada 
Tahun 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Layanan Pengadaan;  
 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4237);  



 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 



 
 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5334); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Unit Layanan Pengadaan; 

 
 
 

 
 



 
 

 

                          Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
Dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA BADAN  LAYANAN  PENGADAAN. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebegai 

unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

6. Kepala Badan Layanan Pengadaan adalah Kepala Badan Layanan 
Pengadaan  Provinsi Kepulauan Riau.  

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang diangkat oleh PA, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

11. Badan Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut BLP adalah unit 
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
barang/jasa yang bersifat permanen dan berfungsi melaksanakan 



 
 

 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau.  

12. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. 
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan. 
14. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang terdiri 

dari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, 
berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam BLP. 

15. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan 
dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 

17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya. 

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah pikir (brainware). 

20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa 
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh BLP/Pejabat 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh 
para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 
pelaksana Swakelola. 

23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui 
www.kepriprov.net. 

 
 
 
 
 
 
 


